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bahwa untuk memeouhi ketentuan Pasa-l I0 Peraturafi Daerah Nomor 5
Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2022, perlu mcnetapkan Peraturail Bupat-i tentsng Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
Unda-ng-Undsng Nomor 12 Tahun 1956 Tentallg Pembentukan Daerah
Otonom Kabupaten Dalam Lirgkung8 r Propitrsi Sumatera Tengah
(IrmbaJan Negara Republik Indonesia Taiun 1956 Nomor 25);

Undang-Undang Nomor 17 Talun 2OO3 Tentang Keua.ngs.n Negara
(Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Ta.obahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2O2O

Tentang XebijaJcan Kcuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk
Pcnanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau
DalatE Ratrgka Mecghadapi Ancarsan yang Meo.bahayakarr Perekonomian
Nasional da!/atau stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-UndanS
{Lembaran Negara Repub[k lndonesia Tahun 2O2O Nomor 134, Ta.obahan
Lembaran Nega.ra Republik Indonesia Nomor 6515);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tcntang Perbendslaraan Negara
(l,eEbaran Negara Republik Indonesia Tahulr 2004 Nomor 5, Tambaharr
l,eEbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah
diubah dengatr Undang-Urda$g NoBor 2 Tahun 202O Tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah PcngSanti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2O20
Tentang Kebiiakan Keuangan Negara darr Stabilitae SieteE Kcuangan Untuk
Penanganari Pandemi Corona Virus DiBeaae 2019 (Covid-19) dsn/atau
Dalsm Rangka Menghadapi Ancamarl yang Membahayakan Perekonomian
Nasional dan/atau Stabittas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang
(L€mbaran Negara Republik lndonesia Tahun 202O Nomor 134, Tambahan
l,elobararl Negara Republik Indoneoia Nomor 6S15h

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 Tentang Sietem Pcrcncalaa.tt
Pembangunan Nasional (hmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nooor 1O4, Tambahan kmbaran Negaia Republik lndonesia Nomor 4421);

Undang-Undang NoEor 33 Tahun 2OO4 Tentang Perirrbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (lrmbaran Negara
Republik Indoneeia Tahun 2004 Nomor 126, Ta-mbahan L€mbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 TentaDg Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (I€Ebaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo9 Nomor 13o,
Tambahan tf,mbaran Negat'a Republik Indonesia Nomor 5O49) aebagaiaanra
telah diubah dengan Undang-Undarg Nomor lt Tahun 2020 tentang Cipta
Kcrja (l.€mbararl Negsra Republik Indonesia Tahun 2O2o Nomor 245,
Tambahan l,embaran Negara Republk Indonesia Nomor 6573);
Undang-Uudang Nomor 23 Tahun 2Ol4 Tentang Pemerintah Daerah
(Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan
L€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang NoDoor 11 Tahun
2020 Tentang Cipta Kerja {kmbamn Negara Republik Indonesia Tahun

TENTANG

2o2o NoEor 245, Tambahan Irmbarsn Negara Republik Indonesia N
65731: "['



8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2OOO Tentang Kedudukan
- 

f".tuogan Kepala Daerah dan Wakil K€pala Daerah (L€mbaran Negara

Repubiik Indonesia Tahun 2OOO Nomor 210' Tambahan kmbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4028);

9. Peraturan Pemeriotah Nomor 23 Tahun 20O5 Tentang Pegelolaan Keuangan

Badan Layanan Umum (lrmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 20OE

Nomor 48, Tambahan L€mbaran Negala Republik lndonesia Nomor 4502)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun

2012 (L€mbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2012 Nomor 171);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 20O5 Tentalg Dana Perimbangan

(Lembaran Ne88ra Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 137' Tambahan

l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2OO7 Tentang l'aporan

Penyelcnggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah' Laporan

Keterangan Pcrtanggungiawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan

Ralryat Dacralt, dan informasi laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

kepada Ma"yarakat (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2o07

Nomor 19, Tambahan kmbaran Neg€ra Republik lndonesia Nomor 4693);

12. Peraturan Pernerintah Nomor 71 Tahun 2OIO Tentang Startda.r Akuntansi

Pemcrintahan {lrmbaran Negara Republik Indone8ia Tahun 2O1O Nomor

123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

13. Pcraturan Pemerintalt Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan

PeogawasEn Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Irmbaran Negara

Repiblik Indonesia Tahun 2o17 Nomor 73' Tambahan lrmb€-ran Negara

Republik Indonesia Nomor 6041);

14. Peraturan Pemerintah No6or 18 Tahun 2O17 Tentang Hak Keuangan dan

Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

(L€mbaran NeSara Republik lndonesia Tahun 2017 Nomor 106);

15, Peraturart Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan

Keu6ngan Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor

42, Tambahan tfmbaran Negara Repubtik Indonesia Nomot 6322];

16. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 16 Tahun 2OO7 Tentang Tata Cara

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran P€ndapatan

Tentang Penjabaran

telah diubah dengan

11 Tentang Tata Cara

Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sebagaimana

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 20

EvaluasiRancanganPeraturanDaera}TentaflgAnggafanPendapatan
Belsnja Daerah dan Rartcangan Peraturan Kepala Daerah Tentang

Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (Berita Negara Republik

Indonesai Tahun 2011 Nomor 525);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang PedoEan

PemberianHibahdanBantua!SosiglyangBersumberda'riAflggalan
Pendapatan Belanja Daerah, scbagaimafla telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2O19

Tentang Perubahan Kelima Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32

Tahun 201l Tentang Pedomsrl Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang

BersumberdaiiAnggalanPendapatarrBelanjaDaerah(BeritaNegala
Republik lndonesia Tahun 2O18 Nomor 565);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2Ol2 Tentang Pedoman

Pengetolaan lnvestasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik

lndonesia Tahun 2012 Nomor 754);

19. Peraturan Menteri Da-lam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 Tentang

Pengelompokkan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pel€ksanaan dan

Pertanggungiav,Taban Dana Operasional (Berita Negara Republik lndonesia

Tahun 2017 Nomor 1o67);

2o.PeraturanMcnteriDalamNegeri(Permendagri)Nomor27.fah]uJn2o27
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dar Belanja Daeral

Tahun Anggaran 2022: 
I
I



Men€tapkan

UEUITTUSKA.I{:

PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN

DAN BEI.ANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pr3af 1

1. PcrdaP&tr-D. Daerah Rp L,296,949,298,946

2. E.leqra Drcreh Rp t ,323,949,298,946

3 Pemtlayaan Dacrah
a. PenerimaanPembiaSraan Rp 28,5Oo,OO0,000

b. PengeluaranPembiaYaan Rp 1,500,oo0,0o0

JuInhh Pemblayeqn l{cto Rp 27'0OO,00O,OoO

Elea lcbth pGEblaY.aa rrggcrarl
alserah tahur berkcraan

Penjabaran Anggaran Pendapatan darr Belanja Daerah sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut pada lampiran Peraturan ini'

Passl 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2O22 sebesar Rp

t.iis.++s.zsa.g+6,- ( Satu tdliun tiga ratus dua puluh lima miliyar empat

ratus empat puluh sembilan juta dua ratua sembilan puluh delapan ribu

sembilan ratus empat puluh enam ruPiah ) dengan rincian sebagai berikut:

Rp 0

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

sebagaimana dirnaksud datam Pasal l, tercantum dalam l'ampiran yang

mer,iprtan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Lirna

Puluh Kota ini terdiri dari :

1. Iampiran I Ringkasan Penjabaran APBD yang diklasiflkasi
menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek

pendapatan, belanja dan pembiayaan;

2. Lampiran lI Penjabaran APBD menurut Urusa! Pemerintahan

Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan' Sub

Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek' Rincian Objek

Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima,

Besaran Hibah;
Dafta:r Nama Penerima, Alamat Penerima, dan

Besaran Hibah Baranq:
Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima,

Besaran Bantuan Sosial Uansi
Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima,

Besaran Bantuan Sosial barans:
Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima,

Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum;
Daftar Nama Penerima, Alarnat Penerima,

Besa,ran Bantuan Keuangan Bersifat Khusus;
Daftar Nama Penerima, Alamat Penerirna,

Besaran Belanja Bagi Hasil Kabupaten;

Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima,

Besaran Belanja Bagi Hasil Kota;

Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima,

Besaran Belanja Bagi Hasil Desa;

dan3. Ismpiran UI.A

Lampiran III.B

4. Lampiran IV'A

Lampiran Iv.B

5. lampiran v.A

Lampiran V.B

6. t€rnPiran VI.A

lamPiran VI.B

laflpiran VI.C

dan

dan

dan

dan

dan

dan

dan



7. Lampiran VII.A

lampiran MI.B

8. Lampiran MII

8. Lampiran IX

Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan

Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program,

Kegiatsn, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek dan

Rincian Objek dan Sub Rincian Objek Pendapatan,

Belanja dan Pembiayaan;

Rincian Dana Tambahan lufrastrutrftur Menurut

Uruaan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program,

Kegiatan, Sub Kegiatsn, Kelompok, Jenis, Objek dart

Rincian Objek dan Sub Rincian Objek Pendapatan,

Belanja dan Pembiayaan;

Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyal< Bumi dan
Pertambsngan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak
dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan
Daerah, Organisasi, Program, Kegiata!, Sub

Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek
dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan
Pembiayaan;
Sintaonisasi Kebijakan Pemerintah

Provinsi/Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan

Dalam Rancangan Perda Tentang APBD dan

Rancangan Perkada tenang Penjabaran APBD

dengan Prioritas Perbatasan Negara;

Ditetapkan di
Pada tanggal

Serilamak
20 Deeember 2021

(. BUPATI K(}TA,

, BANDARO RA'O

Fl o

Pa8al 3

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 merupakan bagian yang

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini-

Prlrl 4

Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan ini

dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja

perangkat daerah sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan.

Pa8al 5

Peraturar Eupati ini mulai berlaku pada talggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerinta.hkan pengundangan Peraturan

Bupati Lima Puluh Kota ini dengan penempatalnya dalam Berite Daerah

Kabupaten Lima Puluh Kota.
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